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 Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) merupakan pengembangan dari sistem 
pembayaran kapitasi berdasarkan capaian penilaian kinerja FKTP yang bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan di FKTP. FKTP dengan capaian 
indikator kinerja sesuai target akan mendapatkan pembayaran kapitasi maksimal, 
sedangkan FKTP yang tidak mencapai target akan berdampak pada konsekuensi 
pembayaran kapitasi. Hasil evaluasi FKTP yang melaksanakan KBK, terjadi 
peningkatan capaian kinerja setiap tahunnya, namun serta hanya 15% FKTP yang 
dapat mencapai kinerja sesuai target. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan 
analisis apakah pemberlakuan konsekuensi melalui KBK berdampak pada 
capaian indikator kinerja di FKTP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah 
pemberlakuan konsekuensi berdampak pada capaian kinerja Puskesmas, serta 
memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan pelaksanaan KBK di FKTP.  
Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 1.111 FKTP sesuai dengan 
kriteria inklusi yang melaksanakan KBK baik dengan konsekuensi dan tanpa 
konsekuensi menggunakan random sampling. Analisis data akan dilakuan secara 
univariat dan bivariat untuk membandingkan capaian indikator KBK pada 
Puskesmas berdasarkan jenis pemberlakuan konsekuensi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai capaian indikator Angka Kontak, 
Rasio Rujukan Non Spesialitik dan Rasio Peserta Prolanis Terkendali pada 
Puskesmas yang diberlakukan KBK dengan konsekuensi dengan yang tidak 
diberlakukan konsekuensi, yang dilihat dari nilai p-value < 0,05. Nilai capaian 
indikator Angka Kontak, Rasio Rujukan Non Spesialistik dan Rasio Peserta 
Prolanis Terkendali Puskesmas yang diberlakukan konsekuensi lebih baik 
dibandingkan dengan yang tidak diberlakukan konsekuensi. 
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Performance-Based Capitation (KBK) is the improvement of the capitation 
payment system based on the achievement of performance assessment of primary 
health care facilities, with the objective of improving the quality of services at 
primary health care facilities. Primary care facilities that achieve the targeted 
performance indicators will receive maximum capitation payments, while those 
that do not achieve the targets will have an impact on the consequences of 
capitation payments. The results of the evaluation of primary health care 
facilities that implement the KBK, there is an increase in performance 
achievements every year, but only 15% of primary health care facilities can 
achieve performance according to the target. Based on this, it is necessary to 
analyze whether the implementation of consequences through KBK has an impact 
on the achievement of performance indicators at primary health care facilities. 
This study aims to see whether the implementation of consequences has an impact 
on the achievement of Puskesmas performance, as well as to provide input for 
improving policies for implementing KBK at FKTP.  The sample used in this study 
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was 1,111 primary health care facilities according to the inclusion criteria that 
implemented KBK both with consequences and without consequences using 
random sampling. Data analysis will be carried out univariate and bivariate to 
compare the achievement of KBK indicators at Puskesmas based on the type of 
consequence implementation. The results of this study indicate that there is a 
difference in the achievement value of KBK indicator: Contact Rate, Non-
Specialty Referral Ratio and the Ratio of Controlled Prolanis Participants at 
Puskesmas with consequences and those without consequences, as seen from the 
p-value <0,05. The achievement value of the Contact Rate, Non-Specialistic 
Referral Ratio and the Ratio of Controlled Prolanis Participants of Puskesmas 
with consequences is better than those without consequences. 

 
 
PENDAHULUAN  

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan garda terdepan pemberi layanan 
kesehatan pada Program Jaminan Kesehatan di Indonesia. Seluruh Peserta Program Jaminan 
Kesehatan wajib terdaftar pada satu FKTP dan menjadi tujuan pertama ketika sakit maupun untuk 
mendapatkan pelayanan promotif preventif. Pada Desember 2022, terdapat 23.730 FKTP yang 
telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan, 
atau telah meningkat sebanyak 28,7% dari tahun 2014 pada awal Program Jaminan Kesehatan 
terlaksana (BPJS Kesehatan, 2023). Untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan di FKTP 
melalui sistem pembayaran, BPJS Kesehatan mengembangkan sistem pembayaran berbasis 
kinerja yang disebut Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK). Pembayaran berbasis kinerja bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan efisiensi biaya, sehingga dapat 
meningkatkan hasil kesehatan pasien secara keseluruhan (Cromwell, 2011). 

Pelaksanaan KBK dilakukan secara bertahap sejak tahun 2014 pada Pusat Kesehatan 
Masyarakat dan mulai dilaksanakan secara Nasional pada seluruh FKTP pada tahun 2018 
(Kemenpan RB, 2021). Bagi FKTP yang melaksanakan KBK, akan dilakukan penilaian indikator 
kinerja yaitu Angka Kontak (target > 150‰); Rasio Rujukan Non Spesialistik (target < 2%); dan 
Rasio Peserta Prolanis Terkendali (target > 5%); yang akan mempengaruhi besaran kapitasi yang 
akan dibayarkan setiap bulan. FKTP dengan kinerja sesuai target akan mendapatkan pembayaran 
kapitasi yang lebih besar dibandingkan yang tidak tercapai target. KBK diberlakukan bagi seluruh 
FKTP yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan tersedia jaringan komunikasi data, 
namun FKTP yang dilakukan penyesuaian kapitasi hanya Puskesmas dan Klinik Pratama yang 
memiliki peserta > 5.000 dan bukan merupakan FKTP di wilayah terpencil (PerBPJS Kesehatan 
Nomor 7, 2019).  

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan KBK, terjadi peningkatan capaian kinerja dari FKTP 
setiap tahunnya, namun dari 3 indikator yang dilakukan penilaian, hanya indikator Rasio Rujukan 
Non Spesialistik yang dapat tercapai target, dan hanya 15% FKTP yang dapat mencapai kinerja 
sesuai target (Aryani, 2022). Kapitasi Berbasis Kinerja berdampak pada perbaikan kualitas 
pelayanan, FKTP yang melaksanakan KBK dengan konsekuensi yaitu berupa penyesuaikan 
kapitasi, mempunyai capaian angka kontak, rasio rujukan non speislistik dan pengelolaan peserta 
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Prolanis yang lebih baik dibandingkan yang tidak diberlakukan (Hidayat, 2018). Pelaksanaan KBK 
di FKTP berdampak pada peningkatan pemanfaatan pelayanan FKTP oleh Peserta JKN, perbaikan 
sistem rujukan serta meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana dan indikasi medis dan 
adanya pemantauan kondisi kronis Peserta JKN yang menderita Diabetes Mellitus Tipe 2 dan 
Hipertensi (Kemenpan RB, 2021).  

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan sebelumnya, maka perlu dilakukan analisis 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pemberlakuan penyesuaian kapitasi (konsekuensi) 
melalui sistem pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja berdampak pada capaian kinerja Puskesmas. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pemberlakuan penyesuaian kapitasi (konsekuensi) 
melalui sistem pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja berdampak pada capaian kinerja Puskesmas, 
serta memberikan masukan untuk pengembangan maupun perbaikan kebijakan pelaksanaan KBK 
di FKTP khususnya perluasan kriteria FKTP yang dapat melaksanakan KBK. 

 
METODE  

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, menggunakan data capaian kinerja FKTP yang 
telah melaksanakan Kapitasi Berbasis Kinerja dengan penyesuaian kapitasi maupun tidak dilakukan 
penyesuaian kapitasi, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sebagai data sekunder untuk dilakukan 
analisis lanjut. Populasi data capaian indikator Kapitasi Berbasis Kinerja adalah 22.322 FKTP secara 
Nasional. Sampel yang digunakan adalah sebesar 1.111 sesuai dengan kriteria inklusi yaitu Puskesmas 
yang bekerja sama di bulan Desember 2022 yang memiliki jaringan komunikasi data dan dilakukan 
penilaian Kapitasi Berbasis Kinerja. Penarikan sampel menggunakan random sampling. Analisis data 
akan dilakuan secara univariat dan bivariat untuk membandingkan capaian indikator Kapitasi Berbasis 
Kinerja Puskesmas yang diberlakukan konsekuensi dan tanpa konsekuensi.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Univariat 

Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 1.111 Puskesmas yang termasuk dalam kriteria 
inklusi, terdiri dari 632 Puskesmas yang diberlakukan konsekuensi penyesuaian kapitasi dan 479 
Puskesmas yang tidak diberlakukan konsekuensi penyesuaian kapitasi.  Berdasarkan hasil uji 
normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, nilai P-value dari variabel Angka Kontak, 
Rasio Rujukan Non Spesialistik dan Rasio Peserta Prolanis Terkendali adalah < 0,05 sehingga 
didaptkan kesimpulan bahwa data tidak terdistribusi normal. 

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Puskesmas berdasarkan pemberlakukan Konsekuensi 
Status 

Pemberlakuan 
Konsekuensi 

 
Jumlah 

FKTP 

Median 
Angka 

Kontak 
Rasio 

Rujukan Non 
Spesialistik 

Rasio 
Peserta Prolanis 
Terkendali 

Puskesmas  632 206,54 0,00 6,25 
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Konsekuensi 
Puskesmas 

Tanpa 
konsekuensi 

479 107,60 0,00 0,19 

Total 1.111 179,78 0,00 2,87 
   
Dari hasil analisis univariat, pada Puskesmas yang diberlakukan konsekuensi penyesuaian 

kapitasi, nilai median indikator Angka Kontak sebesar 206,54‰; Rasio Rujukan Non Spesialistik 
0,00%; dan Rasio Peserta Prolanis 6,25%. Pada Puskesmas tanpa konsekuensi penyesuaian 
kapitasi, nilai median indikator Angka Kontak sebesar 107,60‰; Rasio Rujukan Non Spesialistik 
0,00%; dan Rasio Peserta Prolanis 6,25%.  

 
Analisis Bivariat 

Analisis bivariat menganalisis perbedaan nilai capaian per masing-masing indikator Kapitasi 
Berbasis Kinerja. Analisis bivariat menggunakan uji Mann Whitney karena data tidak terdistribusi 
normal. 

Tabel 2. Hasil Analisis Bivariat Capaian Indikator Angka Kontak Puskesmas Berdasarkan 
Pemberlakukan Konsekuensi 

Status 
Pemberlakuan 
Konsekuensi 

Mean  Mean Rank P-Value 

Puskesmas 
Konsekuensi 

206,54‰ 739,29 0,0005 

Puskesmas 
Tanpa Konsekuensi 

107,60‰ 314,16 

 
Hasil analisis bivariat capaian indicator Angka Kontak, nilai mean indikator Angka Kontak 

dari Puskesmas yang diberlakukan konsekuensi penyesuaian kapitasi sebesar 206,54‰ dengan 
mean rank sebesar 739,29. Sedangkan untuk Puskesmas tanpa konsekuensi penyesuaian kapitasi, 
nilai mean indikator Angka Kontak sebesar 107,60‰ dengan mean rank sebesar 314,16. Terdapat 
perbedaan capaian indicator Angka Kontak pada Puskesmas yang diberlakuan konsekuensi 
penyesuaian kapitasi dibandingkan Puskesmas tanpa konsekuensi dengan nilai p-value sebesar 
0,0005 (< 0,05). 

Tabel 3. Hasil Analisis Bivariat Capaian Indikator Rasio Rujukan Non Spesialistik 
Puskesmas Berdasarkan Pemberlakukan Konsekuensi 

Status 
Pemberlakuan 
Konsekuensi 

Mean Mean Rank P-Value 
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Puskesmas 
Konsekuensi 

0,00% 538,60 0,002 

Puskesmas 
Tanpa Konsekuensi 

0,00% 578,96 

 
Hasil analisis bivariat capaian indikator Rasio Rujukan Non Spesialistik, nilai mean 

indikator Rasio Rujukan Non Spesialistik dari Puskesmas yang diberlakukan konsekuensi 
penyesuaian kapitasi sebesar 0,00% dengan mean rank sebesar 538,60. Sedangkan untuk 
Puskesmas tanpa konsekuensi penyesuaian kapitasi, nilai mean indikator Rasio Rujukan Non 
Spesialistik sebesar 0,00% dengan mean rank sebesar 578,96. Terdapat perbedaan capaian Rasio 
Rujukan Non Spesialistik pada Puskesmas yang diberlakuan konsekuensi penyesuaian kapitasi 
dibandingkan Puskesmas tanpa konsekuensi dengan nilai p-value sebesar 0,002 (< 0,05). 

Tabel 4. Hasil Analisis Bivariat Capaian Indikator Rasio Prolanis Terkendali Puskesmas 
Berdasarkan Pemberlakukan Konsekuensi 

Status 
Pemberlakuan 
Konsekuensi 

Mean Mean Rank P-Value 

Puskesmas 
Konsekuensi 

6,25% 698,05 0,0005 

Puskesmas 
Tanpa Konsekuensi 

0,19% 368,58 

 
Hasil analisis bivariat capaian indikator Rasio Peserta Prolanis Terkendali, nilai mean 

indikator Rasio Peserta Prolanis Terkendali dari Puskesmas yang diberlakukan konsekuensi 
penyesuaian kapitasi sebesar 6,25% dengan mean rank sebesar 698,05. Sedangkan untuk 
Puskesmas tanpa konsekuensi penyesuaian kapitasi, nilai mean indikator Rasio Peserta Prolanis 
Terkendali sebesar 0,19% dengan mean rank sebesar 368,58. Terdapat perbedaan capaian Rasio 
Peserta Prolanis Terkendali pada Puskesmas yang diberlakuan konsekuensi penyesuaian kapitasi 
dibandingkan Puskesmas tanpa konsekuensi dengan nilai p-value sebesar 0,0005 (< 0,05).  

 
Pembahasan 
Perbandingan Nilai Capaian Indikator Angka Kontak 

Penilaian Indikator Angka Kontak bertujuan untuk mengukur aksesibilitas dan pemanfaatan 
layanan primer oleh Peserta yang terdaftar pada FKTP tersebut. Pada penilaian Angka Kontak 
dilakukan perhitungan jumlah Peserta yang berkunjung tanpa melihat jumlah kunjungan per bulan 
dibandingkan dengan jumlah peserta terdaftarnya (PerBPJS Nomor 7 Tahun 2019). FKTP dengan 
capaian Angka Kontak yang tinggi mempunyai capaian kinerja yang lebih baik dengan target 
Angka Kontak sebesar 150‰ per bulan. Penilaian Angka Kontak bertujuan untuk menilai fungsi 
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utama dari FKTP sebagai pemberi pelayanan primer yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang 
terjangkau, mudah diakses, dan berkualitas kepada Masyarakat (Schwarz, 2019).  

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dengan penilaian indikator Angka Kontak sebagai 
penilaian pembayaran berbasis kinerja di FKTP, terdapat tren peningkatan capaian Angka Kontak 
dari tahun ke tahun walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan (Hidayat, 2018). Hal 
ini menunjukkan bahwa aksesibilitas peserta terhadap layanan primer semakin meningkat. Adanya 
peningkatan pelayanan kesehatan sejalan dengan kerangka kerja utama FKTP dalam pelayanan 
Primer yang mencakup kontak pertama, pelayanan komprehensif, koordinasi perawatan dan 
kontinuitas perawatan (Schwarz, 2019). Pemberlakuan konsekuensi penyesuaian kapitasi pada 
Puskesmas, berdampak pada pada perbedaan yang signifikan dalam persentase kontak antara 
puskesmas yang diberlakukan konsekuensi dan yang tidak, walaupun capaiannya masih di bawah 
target yang ditetapkan (Sambodo, 2023).  

Sebagai upaya pemenuhan target Angka Kontak yang telah ditetapkan, beberapa faktor yang 
dapat meningkatkan capaian indikator Angka Kontak yaitu ketersediaan sumber daya maunisa 
baik medis dan non medis, ketersediaan sarana prasarana yang memadai, ketersediaan sistem 
informasi yang baik, tata kelola dan organisasi yang efektif serta dukungan dari Pemerintah daerah 
(Aryani, 2022). Selain itu terdapat juga rekomendasi bagi pemangku kebijakan terkait dalam hal 
ini Pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk meninjau penetapan target yang dapat disesuaikan 
dengan kondisi pelayanan dalam Program Jaminan Kesehatan, menetapkan tujuan yang moderat 
kemungkinan akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada menetapkan target yang tidak 
tercapai (Sambodo, 2023).  

 
Perbandingan Nilai Capaian Indikator Rasio Rujukan Non Spesialistik 

Penilaian rasio rujukan non spesialistik dapat memberikan gambaran tentang seberapa baik 
sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan primer berjalan. Jika terdapat banyak rujukan yang 
seharusnya dapat ditangani di tingkat pelayanan primer, hal ini dapat menandakan adanya masalah 
dalam koordinasi dan manajemen kasus, sedangkan Jika rasio rujukan non spesialistik menurun 
dari waktu ke waktu, hal ini dapat menunjukkan peningkatan akses dan pelayanan di tingkat 
pelayanan primer, sehingga mengurangi kebutuhan rujukan ke tingkat yang lebih tinggi (Hidayat, 
2018). 

Indikator rasio rujukan non spesialistik (RRNS) merupakan indikator penilaian KBK yang 
dianggap valid bagi FKTP, dengan indikator ini mampu menggambarkan dengan baik kinerja 
layanan rujukan yang dilakukan oleh puskesmas (Trijayanti, 2023). Hal ini disebabkan oleh 
pelaksanaan layanan rujukan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, di 
mana rujukan dilakukan di bawah wewenang dokter tanpa adanya intervensi dari pasien atau 
keluarga pasien. Pemberian pelayanan kesehatan yang komprehensif sesuai kompetensinya dan 
memberikan rujukan sesuai indikasi medis kepada dokter spesialis yang tepat merupakan peran 
dan fungsi FKTP sebagai pemberi pelayanan yang komprehensi dan koordinator pelayanan 
(Schwarz, 2019).  
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Dari 3 indikator kinerja FKTP, hanya indikator Rasio Rujukan Non Spesialistik yang 
tercapai (Aryani, 2022). Pada FKTP yang diberlakukan KBK, nilai capaian indikator rasio rujukan 
non spesialistik lebih tinggi dibandingkan dengan FKTP yang tidak diberlakukan KBK, hal ini 
menunjukkan bahwa penerapan KBK dapat berdampak positif dalam mengurangi rasio rujukan 
non spesialistik di tingkat pelayanan kesehatan primer (Hidayat, 2018). Faktor yang 
mempengaruhi capaian indikator rasio rujukan non spesialistik dalam pelayanan kesehatan di 
FKTP yaitu ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai untuk menangani kasus non 
spesialistik; ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih dan kompeten dalam menangani kasus 
non spesialistik; sistem rujukan yang efektif dan terkoordinasi antara FKTP dan fasilitas kesehatan 
tingkat lanjutan; edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya rujukan yang tepat; monitoring 
dan evaluasi yang berkala terhadap rasio rujukan non spesialistik (Aryani, 2022).  

 
Perbandingan Nilai Capaian Indikator Rasio Peserta Prolanis Terkendali 

Indikator rasio peserta prolanis terkendali digunakan untuk mengukur sejauh mana peserta 
program Prolanis dapat terkendali atau terkelola dengan baik (Trijayanti, 2023). Prolanis atau 
Program Pengelolaan Penyakit Kronis merupakan program intervensi yang ditujukan untuk 
mencegah atau mengendalikan penyakit tertentu, seperti diabetes atau hipertensi, melalui berbagai 
kegiatan seperti edukasi kesehatan, monitoring, dan intervensi medis (PerBPJS Nomor 2 Tahun 
2019). 

Pada perhitungan indikator rasio peserta prolanis terkendali, dilakukan perbandingan jumlah 
Peserta Prolanis Diabetes Mellitus tipe 2 dan hipertensi yang terkendali dengan jumlah peserta 
terdiagnosa Prolanis Diabetes Mellitus tipe 2 dan hipertensi terdaftar di setiap FKTP. Penilaian 
kriteria stabil bagi Peserta Prolanis adalah dengan hasil pemeriksaan Gula Darah Puasa bagi pasien 
Diabetes Mellitus tipe 2; dan hasil pemeriksaan tekanan darah bagi pasien Hipertensi (PerBPJS 
Nomor 7 Tahun 2019). 

Pada penelitian sebelumnya, indikator rasio peserta Prolanis terkendali dianggap tidak valid 
karena masih terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja intervensi prolanis, seperti 
perilaku peserta prolanis terhadap gaya hidup, sistem pencatatan dan perhitungan indikator, sistem 
pelayanan puskesmas, dan kecenderungan berobat peserta prolanis (Trijayanti, 2023). Namun pada 
penelitian lain menyatakan penilaian indikator pengelolaan pasien Prolanis di FKTP memberikan 
dampak positif terhadap pemanfaatan layanan kesehatan bagi peserta dengan penyakit kronis di 
puskesmas di Indonesia, hal ini dilihat dari terjadinya peningkatan persentase kontak dengan 
penyakit kronis sebesar 1,15 per 100 peserta yang menderita penyakit kronis (Sambodo, 2023). 
Pada FKTP yang diberlakukan KBK, kinerja pengelolaan penyakit  kronis bagi peserta Prolanis 
lebih tinggi dibandingkan dengan FKTP yang tidak diberlakukan KBK, hal ini menunjukkan 
bahwa penerapan KBK dapat berdampak positif dalam meningkatkan partisipasi peserta prolanis 
dalam kunjungan rutin ke FKTP (Hidayat, 2018). Faktor yang mempengaruhi capaian indikator 
rasio peserta prolanis terkendali dalam pelayanan kesehatan di FKTP antara lain ketersediaan 
program prolanis yang efektif dan terstruktur; ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih dalam 
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melaksanakan program prolanis; keterlibatan aktif peserta prolanis dalam program dan tindak 
lanjut yang diberikan; monitoring dan evaluasi yang berkala terhadap pelaksanaan program 
prolanis, dan dukungan dari pemerintah daerah dalam implementasi program prolanis (Aryani, 
2022).  
 
KESIMPULAN 

Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan Kapitasi Berbasis Kinerja 
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdampak pada capaian indikator kinerja yang dinilai 
dari Angka Kontak, Rasio Rujukan Non Spesialistik dan Rasio Peserta Terkendali. Adanya 
penilaian indikator kinerja di FKTP meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan di FKTP, 
perbaikan sistem rujukan serta meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana dan indikasi 
medis dan adanya pemantauan kondisi kronis Peserta JKN yang menderita Diabetes Mellitus Tipe 
2 dan Hipertensi. 
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